SALINAN

BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

bahwa dengan adanya perubahan metode pencatatan dan
penilaian  persediaan, penambahan penjelasan klasifikasi
bangunan permanen, semi permanen dan non permanen serta
penetapan masa manfaat aset tidak berwujud selain software,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah;



Menetapkan :

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akutansi Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten

Kapuas Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor

30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 33),

diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Nomor 9 Akuntansi Persediaan terkait pengukuran
persediaan angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

8. Pencatatan Persedian dilakukan dengan :

a) Metode Perpetual untuk jenis persediaan yang sifatnya
continus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti
obat-obatan. Dengan metode perpetual pencatatan
dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar,
sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaanya
sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan
metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah
persedian. Jumlah persedian akhir diketahui dengan

melakukan stock opname pada akhir periode.



9. Persedian dinilai dengan metode FIFO (First Ini First Out)

Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan

menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

Sehingga nilai persedian akhir dihitung dimulai dari harga

pembelian terakhir.

10. Persediaan dapat meliputi :

a.

o

2 o

5o o

=

—.

Barang pakai habis;

Barang cetakan;

Perangko dan materai;

Obat-obatan dan bahan farmasi;

Amunisi;

Bahan untuk pemeliharaan;

Barang konsumsi;

Suku cadang;

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

Pita cukai dan leges;

Bahan baku ;

Barang dalam proses/setengah jadi;
Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat.

Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat.

2. Lampiran Nomor 11 Akuntansi Aset Tetap terkait Definisi angka 22

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

22. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai. Gedung dan Bangunan dibagi menjadi tiga

kelompok yaitu :

a. Gedung dan Bangunan Permanen memiliki fungsi untuk

digunakan dalam waktu yang lama, dengan konstruksi
permanen atau umur bangunan lama.

Gedung dan Bangunan Semi Permanen memiliki fungsi
untuk digunakan dalam waktu yang lama, dengan

konstruksi semi permanen atau umur bangunan lama.



c. Gedung dan Bangunan Non Permanen merupakan
Bangunan gedung darurat adalah bangunan gedung yang
fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan
konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang
tidak lama, misalnya direksi keet dan kios penampungan
sementara.

Gedung dan bangunan yang berkontruksi permanen dan
semi Permanen yang karena fungsinya direncanakan
untuk mempunyai umur layanan yang lama dan secara
historis pada Pemerintah Kabupaten Kapuas antara
Gedung dan bangunan permanan dan semi permanen
memiliki umur layanan yang hampir sama, maka dalam
perhitungan masa manfaat diklasifikasikan menjadi satu
kelompok sebagai gedung dan bangunan permanen, dan
gedung dan bangunan yang direncanakan mempunyai
umur layanan sementara dalam perhitungan masa
manfaat diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan

non permanen.

3. Lampiran Nomor 11 Akuntansi Aset Tetap terkait Penyusutan
angka 78 ii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk
aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

ii. Nilai yang dapat disusutkan per 31 Desember 2014
menggunakan nilai buku dibagi dengan sisa masa manfaat
dari tahun perolehan sampai dengan per 31 Desember 2014.
Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014
menggunakan nilai perolehan. Dalam hal terjadi perubahan
nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau
pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka
penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan
dalam nilai yang dapat disusutkan; dan

iii. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan
publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pemerintahan publik.

4. Lampiran Nomor 13 Akuntansi Aset Lainnya Tetap terkait Definisi

angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



14. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak

dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual baik diperoleh melalui pembelian atau

dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Jenis

ATB Pemerintah Daerah dapat berupa :

a.

Gooduwill

Gooduwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu
entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di
atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih
antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu
transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham
dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya
kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu
dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas
kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat
hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi
atau perusahaan lain.

Software

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak
Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian
tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi
software ini adalah yang dapat digunakan di komputer
lain.

Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.



f.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan
yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di
masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai
aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan
tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis
aset tak berwujud yang ada.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak
Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran
atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam  rangka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan (intangible asset — work in progress), dan
setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi

menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

5. Lampiran Nomor 13 Akuntansi Aset Lainnya Tetap terkait

Pengukuran dan Penilaian antara angka 30, angka 31, angka 32,

dan angka 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

30.

31.
32.

Masa manfaat untuk aset tidak berwujud didasarkan atas

faktor hukum seperti ijin penggunaan/lisensi, atau perjanjian
yang mengikat ketika perolehan ATB, namun apabila tidak
terdapat faktor hukum, maka aset tidak berwujud dapat

disusutkan selama 5 tahun.

Dihapus

Penambahan masa manfaat akibat pengeluaran setelah

perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB
akan menambah masa manfaat. Penambahan masa manfaat
didasarkan atas faktor hukum, namun apabila tidak terdapat

faktor hukum maka dilakukan dengan ketentuan berikut :



Persentase Pengeluaran Penambahan
dari Nilai Buku (Diluar Masa Manfaat
Penyusutan) (Tahun)
>0% s.d. 25%
>25% s.d. 50%
>50% s.d. 75%
>75%

HWIN| -

33. Apabila pengeluaran setelah perolehan tidak meningkatkan
fungsi; dan/atau efisiensi ATB, maka pengeluaran harus

dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Pasal II
Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010



